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Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepada Yth.
Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Bupati Sintang
Di
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun
2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025, BPK memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

a.

Penganggaran Belanja Daerah pada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 sebesar Rp59,09 miliar
sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp811,71 juta dan
realisasi Belanja Modal sebesar Rp58,27 miliar belum menggambarkan kondisi yang
sebenarnya; dan '

Penatausahaan Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Sintang belum sesuai
Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahannya atas
30 ruas jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman yang tidak diketahui lokasi keberadaannya dengan nilai perolehan
sebesar Rp3,64 miliar sehingga mengakibatkan aset tersebut berpotensi tidak dapat
diserahterimakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang agar:

a.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan kepada seluruh SKPD daftar
jenis-jenis kegiatan yang dapat dianggarkan sesuai pedoman penyusunan Anggaran



b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman untuk melakukan inventarisasi Aset Lain-Lain berupa Jalan Desa yang tidak
diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor
22A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan dan 22B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
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